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BAB V  

PENUTUP 

 

 Pada bab ini penulis akan memberi kesimpulan atas permasalahan yang 

diangkat dalam penulisan hukum ini berdasarkan analisis yang penulis lakukan. Serta 

penulis akan memberikan saran untuk permasalahan yang dibahas dalam penulisan 

hukum ini dengan tujuan agar tidak terjadi lagi masalah serupa. 

 

5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat ditarik dari kedua rumusan masalah yang 

dianalisis dalam penulisan hukum ini adalah: 

1. Perjanjian sewa menyewa sepeda motor yang hanya disertai dengan STNK 

salinan berdasarkan syarat sahnya suatu perjanjian dalam Pasal 1320 

KUHPerdata bukanlah merupakan suatu perjanjian yang sah. Suatu 

perjanjian harus memenuhi keempat syarat sahnya perjanjian yang terdapat 

dalam pasal tersebut secara kumulatif. Syarat-syarat tersebut yaitu adanya 

kesepakatan antara kedua belah pihak, kecakapan untuk membuat perjanjian, 

suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal karena melanggar peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Dari keempat syarat tersebut, perjanjian 

sewa menyewa sepeda motor yang hanya disertai dengan STNK salinan 

tidak memenuhi syarat keempat, yaitu suatu sebab yang halal. Mengingat 

objek perjanjian merupakan sepeda motor yang terikat pada Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Dalam 

Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu 

Lintas Dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa kendaraan yang dioperasikan 

di jalan raya diwajibkan untuk dilengkapi dengan STNK yang sah menurut 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 70 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tenang Lalu Lintas Dan Angkutan 

Jalan disebutkan bahwa STNK yang sah merupakan STNK yang 
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mendapatkan cap pengesahan tahunan yang dilakukan oleh Kepolisian 

Republik Indonesia. Sementara itu, STNK salinan tidak mendapatkan cap 

pengesahan tahunan tersebut. Sehingga STNK salinan bukan merupakan 

kelengkapan berkendara yang sah. Akibat dari tidak terpenuhinya syarat 

keabsahan perjanjian yang keempat diatas, maka perjanjian menjadi batal 

demi hukum. 

2. Dengan tidak dipenuhinya syarat sahnya perjanjian menimbulkan akibat 

hukum yang timbul bagi pihak penyewa. Berdasarkan Pasal 106 ayat (5) 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan 

Jalan, dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, pengendara 

wajib dapat menunjukan salah satunya adalah STNK yang sah. Dalam kasus 

ini dipastikan pengendara, yaitu pihak penyewa, tidak dapat menunjukan 

STNK yang sah saat dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian. 

Berdasarkan Pasal 288 ayat (1) jo. Pasal 106 ayat (5) Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, pengendara 

yang tidak dapat menunjukan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 

2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu 

rupiah). Dengan demikian, pihak penyewa dapat mengalami kerugian berupa 

materil yang dideritanya. Dari kerugian tersebut, pihak penyewa dapat 

meminta ganti rugi kepada pihak yang melakukan kerugian, yaitu pihak yang 

menyewakan, dengan menggunakan gugatan perbuatan melawan hukum. 

Hal ini dikarenakan perjanjian sewa menyewa sudah dianggap tidak ada, 

sesuai dengan penjelasan sebelumnya.  

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis bermaksud 

memberikan saran yang diharapkan berguna bagi masing-masing pihak dan 

peneliti selanjutnya. 
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1. Bagi Pihak Yang Menyewakan 

STNK yang sah merupakan salah satu kelengkapan berkendara yang wajib 

dibawa oleh pengendara saat mengoperasikan kendaraan di jalan raya. 

Sehingga penulis berharap bagi pihak yang menyewakan kendaraan 

bermotor dapat memberikan STNK asli kepada pihak penyewa guna 

menghindari kerugian yang dapat dialami oleh pihak penyewa saat 

berkendara karena melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Selain itu, perlu dipahami bahwa STNK adalah legitimasi kelengkapan 

berkendara bukan merupakan legitimasi kepemilikan kendaraan bermotor. 

Sehingga pemberian STNK asli kepada pihak manapun bukan merupakan 

bentuk perpindahan kepemilikan atas kendaraan tersebut. 

2. Bagi Pihak Penyewa 

Mengingat seperti yang telah disbutkan sebelumya, STNK asli merupakan 

kelengkapan berkendara yang wajib dibawa saat mengoperasikan kendaraan 

di jalan raya. Sehingga penulis berharap bagi pihak penyewa untuk dapat 

meminta STNK asli kepada pihak yang menyewakan saat melakukan 

perjanjian sewa menyewa kendaraan bermotor agar terhindar dari kerugian 

yang dapat dialami karena tidak melengkapi kelengkapan berkendara 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

3. Bagi Pemerintah 

Mengingat belum adanya pengaturan mengenai kendaraan sewaan, penulis 

berharap agar pemerintah dapat membuat regulasi mengenai kendaraan 

sewaan yang dikeluarkan oleh pihak yang bewenang dalam hal ini Dinas 

Perhubungan. Regulasi terebut ditujukan agar terdapat kepastian hukum bagi 

para pihak dalam sewa menyewa mengenai objek sewa tersebut agar tidak 

timbul kerugian yang dapat dialami oleh kedua belah pihak
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